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PUTUSAN
Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Botg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 09 Februari 1998,

agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi

Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 14 November 1997,
agama Islam, pekerjaan Karyawan di Rumah Sakit
Amalia Bontang, pendidikan SLTA, tempat kediaman
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2021
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal
14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang
menikah di Bontang pada tanggal 18 November 2016, yang tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi
Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0103/08/X1/2016
tanggal 18 November 2016;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan,
dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tanjung
Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 4 tahun 10 bulan
dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

mencapai 4 tahun 11 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
1(satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Bontang pada tanggal 04
April 2017;

4, Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

karena Masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September
2021, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1
bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat
yang pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah
rumabh tersebut Tergugat bertempat tinggal di Jalan Selat Bone RT.16 No.54
Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan
Penggugat bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Gang Nuri RT.44

No.50 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,
karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik

bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang
ditimbulkan dalam perkara ini.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
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mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 22 Oktober 2021 dan
29 Oktober 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0103/08/X1/2016 tanggal 18 November
2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang
Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dinazegellen pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
B. Saksi:
1. SAKSI , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
. Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
o Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat

dan Tergugat adalah suami isteri;

o Bahwa  setelah menikah Penggugat dan Tergugat

berberpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi dari rumah

kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Laut Kota Bontang;

o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat

dikaruniai 1 orang anak;

J Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun

kurang lebih sejak bulan Agustus 2021 yang lalu sudah tidak rukun

lagi dan sering terjadi pertengkaran;

. Bahwa, saksi pernah 1 kali melihat pertengkaran

Penggugat dan Tergugat di rumah teman Penggugat pada bulan

September 2021;

o Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab

ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

disebabkan Tergugat selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain

bernama Shofi;

o Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September

2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena

Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

o Bahwa sejak berpisah hingga sekarang, Tergugat tidak

pernah pulang ke kediaman bersama dan Penggugat pun tidak ingin

bersama lagi dengan Tergugat;

J Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat pernah

mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk

berdamai dan rukun, namun tidak berhasil2.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi yang ingin diajukan

di muka persidangan selain saksi bernama SAKSI , lalu Majelis Hakim
memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletoir

sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;
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Bahwa, Ketua Majelis membacakan putusan sela yang selengkapnya
cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini tertanggal 23 November 2021
yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat bersumpah di hadapan Majelis
Hakim dengan sumpah suppletoir yang lafaz sumpahnya telah dicatat dalam
berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam
persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai
dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat
dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup
menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum
Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh
karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang memeriksa dan mengadili,
serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan
perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan
mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran
secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana
maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka
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Penggugat memiliki kedudukan hukum (legitima persona standi in judicio) untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah
ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri
(in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang
sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara
ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya
damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak
dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembacaan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak
memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat
gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama
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Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam
Kitab Ahkamul Qur’an, Juz 2, halaman 45:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka
dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin

ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz I, Halaman 149 yang kemudian diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:
e aSally ailly sl glaw Sla o ) dads an ) Al o jlanl 2 Ul

Artinya : Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang
diajukan, kemudian memutusnya.

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah
abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah
menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat
diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-
hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau
tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara
ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/lex
specialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untuk
bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH
Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara
Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami
isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah
mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami
isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu
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mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat
dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat,
terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti
(P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup,
telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai,
olehnya alat bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan
pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat
terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti,
dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat
terikat perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga
mengajukan satu orang saksi, yaitu SAKSI , terhadap saksi Penggugat tersebut
telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang
untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena saksi tersebut merupakan
orang terdekat Penggugat. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi
Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang
materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat
mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang
disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan pihak keluarga
sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,
adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenubhi

ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang, bahwa Penggugat pula di muka persidangan hanya mampu
menghadirkan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil
sebagai saksi, hal mana satu orang saksi belum mencapai batas minimum
pembuktian dan meskipun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi
menghadirkan saksi lainnya, namun dirinya menyatakan kesediannya untuk
mengangkat sumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara ex
officio memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletoir guna
melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan satu orang
saksi lalu ditambah dengan sumpah dalam memutus suatu perkara merupakan
hal yang lumrah dilakukan dalam praktek peradilan Islam, bahkan Rasulullah
(s.a.w) sendiri pernah memutus suatu perkara yang pembuktiannya
berdasarkan kepada satu orang saksi dan sumpah sebagaimana ditegaskan
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas bahwa:

) alwo ols) 20Lb5 guats x5 -alivs alle 4l o - ol Joios &
(rumoo WY wusdl JB .(3608) 3915 9lg (4569

“Sesungguhnya Rasulullah (s.a.w) pernah memutus (suatu perkara) dengan
berdasarkan bukti sumpah dan satu orang saksi.” (Hadis ini diriwayatkan oleh
Muslim, hadis no. 4569 dan Abu Daud, hadis no. 3608 dan menurut al-Albani,
hadis ini sahih);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan doktrin hukum Islam tersebut,
pakar hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum. dalam bukunya
yang berjudul “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama’”, hal. 264 yang diterbitkan oleh Prenada Media: Jakarta Tahun 2006 M
menegaskan lebih lanjut tentang mekanisme sumpah suppletoir yang selama
ini lazim dipraktekkan di dunia peradilan Indonesia, bahwa untuk dapat
diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk
mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu sehingga
apabila ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut maka pembuktian
menjadi sempurna, selanjutnya pandangan ini diambil alih sebagai pendapat
hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengan
sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti
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Penggugat tidak lagi menjadi satu orang saksi bukanlah saksi atau yang lebih
dikenal dalam istilah hukum acara sebagai unus testis nullus testis sepertimana
ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg, karena keterangan satu orang saksi yang
semula sebagai bukti permulaan berubah menjadi bukti sempurna dengan
adanya sumpah suppletoir yang diucapkan sendiri oleh Penggugat di muka
persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 dan Pasal 185 R.Bg,
sehingga dengan demikian sumpah tersebut memenuhi syarat formil dan
materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat
oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim
menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan
dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga harmonis, nhamun sejak bulan

Agustus 2021 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan

Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain

bernama Shofi;

4. Bahwa sejak bulan September 2021 Pengggugat dan Tergugat
berpisah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi dari
rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh
Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah
berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis
Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak
dapat rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan
mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir
bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri

dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
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kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

=F

A 55 el J W e g BT 0 S e D

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari
jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan
ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling
mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang
demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang
yang berfikir”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat
diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin
antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika
unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya
perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga
yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan
kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman,
mudharat bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam
menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak
perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan
pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan
sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu
perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar
hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:
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Al alillade sl baag Jdag A ) e il 1

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada
suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya
kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar
hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 290, kemudian diambil
alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Sdat Y Las oY1 iS5 o 5l ol el ol A g W Ay alall gl Lol g i 138

azly adlb Ll Lgis 73kall e o0l Jae 5 Lagllal (8 sl ol g3 4
Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh

Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang
dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim
dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud
Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai
sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dalil-dalil syar’i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin,
Lc.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.l. dan Ahmad Farih Shofi
Muhtar, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.l., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.l. Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.H.l.

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
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R
3. Panggilan : Rp.  250.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000.00
Jumlah Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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